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BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR S\ TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KEzuA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

: a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sebagai hasil dari proses perencanaan pembangunan yang aspiratif,
partisipatif, transparan dan terintegrasi perlu dilakukan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara
berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan
Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 terrtang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2008-2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3459);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCaru
penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Seri E
Nomor 1);

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

l6.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 19);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2009 Nomor 2);

lS.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);
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F MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG
MUSYAWARAH PERENCANIA.AN
KERIA PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBANGLTNAN RENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat

Pemerintahan Daerah.

5.

J.

4.

6.

7.

8.

Bupati adalah Bupati Temanggung.

9*ru adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berr,venang untuk mengatur dan mengurus kepentingan *uruy*ukat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yarrg aiak l dan dihormati dalam sistem
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kelurahan adalah kelurahan di wilayah pemerintah Kabupaten Temanggung.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD uJduh ,..rra unsur
perangkat daerah di Kabupaten Temanggung.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanffrn pembangun* da"raf,-orrtlrk perioae s
(lima) tahunan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKpD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD adalah forum musyawarah tahunan pari
pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

I 1. Visi adalah suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang.
12. Misi adalah mmusan umum mengenai *puyu-rpuya yang akan diiakJ*** untuk

mewujudkan visi.
13. Kebijakan adalah kepulusan yang dibuat pemerintah, sebagai strategi untuk

merealisasikan visi dan misi yang sudah ditentukan.
14. Program adalah_ instrumen kebijakan yang berisi satu atau tebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh
alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten,
Pemerintah Desa, dan masyarakat.

16. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari p"..r,curraan aan pelatsanaan pembangunai
daerah.

rT.Pagt wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat pwK
pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan antar
percepatan pertumbuhan ekonomi.

18' Program Perencanaan Pembangunan Iang lain merupakan perencataan pembangunan
yang bersifat non regular, ad hoc, dan merupakan perencanaan pembangunan yang
bersifat sebagai pengungkit dan pemercepat pembangunan di daerah, Uait progra;
pembangunan yang dilakukan pemerintah atau pemerintih provinsi.

Daerah sebagai unsur penyelenggara

adalah pagu anggaran
wilayah kecamatan dan

9.
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Pasal2

Maksud dilaksanakannya Musrenbang RKPD adalah sebagai forum berkumpulnya
pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam rangka menentukan dan menyusun
prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah satu tahun berikutnya.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakan Musrenbang RKPD adalah sebagai berikut :

a. memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenali masalah, potensi dan
kebutuhannya;

b. menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang aspiratif;
c. meningkatkan partisipasi dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan

dalam perencanaim pembangunan;
d. mensinergikan dan mengintegrasikan berbagai rencana dan usulan program

pembangunan dalam satu sistem perencanaan pembangunan secara terarah dan terpadu.

BAB III
TAHAPAN MUSRENBANG RKPD

Pasal 4

(1) Tahapan Musrenbang RKPD terdiri dari Musrenbang RKP-Desa/Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kelurahan, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, dan
Musrenbang RKPD Kabupaten.

(2) Tahapan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cararLya
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 5
.-/ (1) Pendanaan rencana pembangunan bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN

dan sumber lain yang sah.

(2) Pendanaan rencana pembangunan didasarkan pada plafon indikatif yang meliputi :

a. plafon indikatif untuk program prioritas RPJMD pada tahun perencanaan.
b. plafon indikatif per SKPD.
c. pagu wilayah kecamatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7
Tahun 20ll tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011
Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan pengundangan Peraturan Bupati
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
padatanggul 17 Desember 20ll

BUPATT TflAaNCUNG,

qr,x

""t'{*AFANDT

-V Diundangkan di Temanggung
padatanggal \/ Desember 201 I

I

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2O1I NOMOR BI

BAMBANG AROCHMAN
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Lampiran : PeraturanBupatiTemanggung
Nomor : gt Tahun20ll' 
Tanssal : 17 Wq'l\W2011

BAB I
MUSRENBANG RKP.DESA

B.

UMUM
Musrenbang RKP-Desa aalalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan

pembangurian dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan yang akan

ai*ggr;t* dalam APB-Desa tahun berikutnya dan yang akan diusulkan dengan dana yang

bersumber dari ApBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan Musrenbang RKPD

Kabupaten di Kecamatan.

TUJUAN
Musrenbang RKP-Desa diselenggarakan untuk :

1. Membahas dan- menetaptari-prioritas program dan kegiatan tingkat desa yang akan menjadi

prioritas pembangunan d"ru r"r*i dengan kewenangan dan kemarnpuan keuangan Desa;

Z. Membahas dan;enetapkan priorita, piogru* dan kegiatan pembangunan lintas desa yang akan

dilaksanakan dan dibiayai bersama antar desa;

3. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan atau lintas

Desa yang akan diusulkan ke talrapan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan'

WAKTU PELAKSANAAN
Musrenbang RKp-Desa dilaksanakan selambatJambatnya pada akhir bulan Januari sekurang-

kurangnya selama 1 (satu) hari-

TATA CARA
Tata carapenyelenggaraan Musrenbang RKP-Desa mengacu pada?eraturan Bupati Temanggung

Nomor 6 Tahun 20iiTentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa'

KELUARAN
Keluaran Musrenbang RKP-Desa adalah:

1. Rancangan Akhir RKP-Desa;

Z. Usulan program dan kegiatan pembangunan Desa dan atau lintas Desa ($una menangani

permasalahio lirtur Desa) sebagui Uut* Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecalnatan;

3. irenetapan delegasi desa ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

LAIN-LAIN
l. Usulan program dan kegiatan frsik yang diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di

Kecamatan untuk *"nggrrrrukan perhitung* biuyu menggunakan pendekatan perhitungan teknis'

2. Bagi program dan kegiatan prioritas fang diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di

Kecamatan dilamPiri dengan :

a. Lampiran RKP-Desa tahun penetapan'

b. Matriks usulan program dan kegiatan yang disertai penjelasan ringtas tentang kondisi saat

ini, uraian tegiata; penerima t"*Aui yang berasal dari masyarakat miskin, ketersediaan

sumber day4 dan keterangan lain yang diperlukan'

C.

D.

F.
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BAB II
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KELURAHAN

UMUM
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan adalah forum musyawarah 

- 
tahunan para pemangku

t"p."tirg; pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan di Kehirahan dan yang akan diusulkan melalui Musrenbang RKPD

Kabupaten di Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD

Kabupaten, APBD Provinsi atauAPBN

TUruAN 
di Kelurahan adalah untuk:Tujuan Musrenbang RKPD KabuPaten

1. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan tingkat kelurahan yang akan menjadi

prioritas pembangunan kelurahan dan-diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah

AwiUyaH Keluraian yang bersangkutan ser! {iinJegrasikan 
dengan perencanaan program

pembangunan pemerinLh A* p"*"?ntah provinsi sebagai pelaksanaan azas tugas pembantuan

dan urusan bersama;

Z. Membahas aan menetaptan prioritas program dan kegiatan pembangunan di kelurahan yang

akan diusulkan ke tahapan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;

WAKTU PELAKSANAA}T
Musrenbang RKpD Kabupaten di Keluralran dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan

Januari sekurang-kurangnya I (satu) hari'

PESERTA.
peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan adalah :

1. SKPD Kelurahan;
2. Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan,

3. wakit dad tokoh masyarakat (termasuk'atrggota DPRD Kabupaten yang berdomisili di kelurahan

setemPat)
4. Kelompok-kelompok atau organisasi Kemasyarakatan, seperti LSM (Lembaga Swadaya

Masyarakat), kelompok tani, kelompok pemuda/karang taruna, kelompok keagamaan' pemerhati

lingkunganhiduP dll)
5. Kelompok/organisasi perempuan seperti PKK Wanita Tani, organisasi keagamaan wanita d11'

(keterwakilan perempuan sebagai pe'serta sekurang-kurangnya3}o/odari jumlah yang diundang)

6. perwakilan RTM/Rumah Tangga Miskin ftefirwakilan RTM sebagai peserta sekurang-

kurangnya 10% dari junlah yang diundang)'

7. perwakilan pelaku perencaffum pembangunan yang lain dan unsur-unsur masyarakat lainny4

seperti LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat)'

NARASI-'MBER
camat/Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan dan berperan sebagai Narasumber pelaksanaan

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan'

BAHAN MUSRENBANG
Bahan utama yang disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan

adalah:
1. Kisi-kisi progrzrm pembangunan daerah di wilayah Kelurahan.

,. Capaian ielaksanaan prog* dan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya 
z

B.

C.

D.

;

F.



r Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahantahun berjalan.

Rencana program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan.

Rencana program dan kegiatan dari perencanaan pembangunan yang lain (APBN Program

Khusus).
6. Rancangan Renja SKPD Kelurahan.

G. TATACARA
Tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan sekurang-kurangpya adalah

sebagai berikut :

l. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Camat mimbentuk Tim Asistensi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan.

b. Lurah membentuk panitia/Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan;

c. Lurah dengan dibantu Perangkat titu*trun dan unsur lembaga kemasyarakatan menyiapkan

bahan Musrenbang;
d. Tugas panitia/Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan antara lain:

l) -Menyusun agenda/..n** acaraMusrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan;

2) Membuat surat undangan;

3) Mengundang calon peierta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan;

a) Vrenliapkarisararu dan prasarana.ntot pelaksanaan Musrenbang RIQD Kabupaten di

Kelurahan, meliPuti
a) Tempat dan sarana pelaksanaan musrenbang;

b) PaPan tulis atau LCD Projector
c) Notulen raPat

d) Daftar absensi

e) Blanko daftar usulan kegiatan

f) Blanko berita acara

e. penyampaian undangan musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan kepada peserta

selambai-lambatnya : 6igal hari sebelum pelaksanaan dengan dilampiri bahan yang akan

dibahas dalam Musrenbang dimaksud'

2. Pelaksanaan Musrenbang RIQD Kabupaten di Kelurahan

Musyawarah dipimpin oleh Ketua LPMK
Srrr** acarapelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan sekurang-kurangnya

sebagai berikut:

Tahan 1

l) Pendaftaran peserta Musrenbang
2) Pembukaan:

a) Sambutan Lurah
b) Sambutan Camat, dilanjutkan pembukaan secara resmi

3) Paparan:
a) Camat tentang paparan kisi-kisi pro$am pembangunan daerah di wilayah Kelurahan,

b) Lurah tentang :

o Potensi dan permasalahan pembangunan di wilayah Kelurahan

o Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya.

o Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan tahun berjalan.

o Rencana progfiurr dan kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan.

o Rencana progrurm dan kegiatan yang lain disertai dengan kriteria dan indikasi

kegiatan Yang akan diusulkan.

4) Musyawarah KelomPok:
a) Musyawarah kel-ompok dilaksanakan atau dibagi dalam 2 (dua) kelompok dengan

materi musyawarah Yang sama.

b) Musyawarah kelomiok dipimpin oleh ketua, dan dalam pelaksanaanya dibantu oleh 1

' 
(satu) orang sekretaris y*g aipititt secara demokratis di masing-masing kelompok-

J.

4.
5.

a.

b.
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c) MusyawarahKelompokdilaksanakangunamembahasdanmenetapkanskalaprioritas
program dan kegiatan.

Pembahasan usulan prioritas progftLm dan kegiatan harus menyesuaikan dengan

prioritas RPJMD tahun perencaftum dan menggunakan metode penetapan skala

priorit^ dengan kriteria penilaian sekurang-kurangnya menyangkut aspek-aspek yang

tersebut dalam indikator penilaian.

Dalam pembahasan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari perencaruum

pembangunan yang lain (APBN Program Khusus) dapat menggunakan indikator lain

sesuai J"rg*t keientuan yang mengikat dalam perencaruum pembangunan dari

sumber dana APBN Prograrn Khusus tersebut.

penilaian prioritas program dan kegiatan dilaksanakan dalam musyawarah kelompok

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan dengan menggunakan salah satu atau

gabungan metode berikut:
a. Musyawaratr untuk mufakat
b. Pemungutan suara (voting)
c. Penilaian perseorangan oleh masing-masing peserta (form 1)

penilaian prioritas progrum dan kegiatan dilaksanakan oleh Musyawarah Kelompok-

d) Hasil Musyawarah kelompok dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh

ketua dan seketaris kelompok serta perwakilan 3 (iga) orang peserta di kelompok

masing-masing (Form 2)-

Tahap 2
1) Pendaftaran peserta Musrenbang
Zj Vaparan skala prioritas program dan kegiatan hasil Musyawarah masing-masing

kelompok pada tahap I (satu) oleh Ketua Kelompok-

3) Musyawarah pleno penetapan usulan prioritas program dan kegiatan.

+i fenentuan Aitegasi kelurahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di

Kecamatan sebanyak 6 (enam) orang (Form 3), dengan kriteria terdiri dari :

a) Lurah dan unsur Perangkat Kelurahan,

b) Unsur LPMK,
c) Unsur Lembaga lain, dan
d) Wakil perempuan (sekurang-kurangnya 3 orang)

5) plnuangan hasil Musrenbang nfpp Kabupaten di Kelurahan dalam Berita Acara (sesuai

format).
6) Penanda-tanganan Berita Acara oleh

orang peserta, diketahui Lurah.
7) Penutupan.

Pimpinan Musyawarah dan perwakilan 3 (tiga)

KELUARAN
Keluaran Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan berupa:

l. prioritas program-dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kelurahan yang menjadi bahan utama

penyusunan Rer,ja SKPD Kelurahan;
Z. irdo.itu" program dan kegiatan yang diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

(Form 4).
3. Delegasi Kelurahan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

v'



;ffi"arl Peta*sanaan Musre,nbang kKPD f*upten di Ketru&sl'b d .ryflT
pJ"J* p*err* d* krg"* dibuat i*E ue-: (tigui: I (sattr) untuk kecamatag l(satu) uno*

bleeasi tauraUan dan l(satu) arsip kelurahan)

;;"li;i[ ,**r*, h* rugiit " y*g ai r*lkuo ke Musrenbang RKPD Kabupden di

Kecamatan dilamPiri dengan:

a- Larrpiran renja SKPD Tahun Penetryr5
b. Matik uraian progrun dan kegiatan'

o
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FORMULIR MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KELURAHAhT

BERITA ACARA

MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KELURAHAN

Pada hari.....sampai dengan hari ..... tanggal..... sampai dengan tanggal bulan """""'
tahun ....bertempat di ..............te1ah diselenggaran Musrenbang RI(PD Kabupaten di Kelurahan

yang dihadiri pemangukepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam Lampiran

berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1,. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang

menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan.

2. pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama yang menyampaikan)-

3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan terhadap

*utJi y*g dipaparkan oleh masing-masing Ketua Kelompok sebagaimana telah dirangkum

menjadihasil keputusan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan, maka pada:

Had dan Tanggal : .......'..---

J am : .......-.....

Tempat

Musrenbang RKPD Kabupaten di Keluratran (sesuai ruIma kelurahan)

\./

KEDUA

KESATU

ME}TYEPAKATI

Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam

Daftar prioritas Kelurahan ...... Kecamatan....... Tahun .... sebagaimana tercantum

dalam Lampiran berita acara ini.

Hasil kesepakatan kelompok Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan...'..

Kecamatan ..... fan o... dan Daftar Hadir Peserta Musrenbang sebagaimanatercantum

dalam Lampiran berita acaraini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KETIGA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD

Kabupaten di Kecamatan..... Tahun .....

Demikian berita acaraini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya-

Mengetahui LURAH...,

Tandatangan
Nama

;t#;*6;#tgar""
Tandatangan
Nama



r BERITA ACARA
MUSRENGBA}{G RKPD KABUPATEN DI KELURAHAN

MUSYAWARAH KELOMPOK .......)

Pada hari..... tanggal..... bulan ...... tahun ......bertempat di -.,,...,...... telah diselenggaran

Musyawarah Kelompok":....... pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan yang dihadiri

pemangu kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yarrry tercantum dalam LAMPIRAN berita

acara ini.

setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan tanggapan dan saran dari seluruh

peserta -.rryu**uli kelompok terhaiap materi V*g dibahas dalam Musyawarah Kelompok

iebagaimanabf"fr air*gt.* menjadi hasii keputusan Musyawaratr Kelompok, maka pada:

Hari dan Tanggal : .-..---.-.-..

Jam :

Tempat :

Musyawarah Kelompok .. (sesuai kelompok pembahasan yang telah ditentukan)

t/
MENYEPAKATI

Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam

naftar prioritas Kelurahan ...... Kecamatan Tahun .... sebagaimana tercantum

dalam Lampiran berita acara ini.

Hasil kesepakatan musyawarah kelompok Musrenbang RKPD Kabupaten di

Kelurahan ....... Kecamit*, ..... Tahun... a* Daftar Hadfu Peserta Musyawarah

Kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dali berita acara ini.

Berita acara ini dijadikan sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Pleno penetapan

priorit r program dan kegiatan pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan'

KESATU

KEDUA

KEEMPAT :

Demikian berita acanaini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

ii;*'ii;i;,';;il . : :.*.:*'

Tandatangan
Nama
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INDIKATOR PENILAIAN DAN SKOR (PRASARANA WILAYAII)
PEMBAHASAN PRIORITAS PROGRAN DAN KEGIATAN PADA MUSRENBANG RKPD

KABUPATEN DI KECAMATAN
(MUSYAWARAHKELoMPoKDANMUSYAWARAHPLENO)

\l

\-.

1.
a

J.

4.

5

6.

7.

Kolom 1

Kolom2
Kolom 3

Kolom4

Kolom 5

Kolom6

Kolom skor

Sesuai dengan urgensilkemendesakan

iesoai aenEan jumfan penerima manfaat yang menjadi sasaran kegiatan

sesuai den[an persentase RTM dari keseluruhan jumlatr penerima

Sesuai dengan teUutuUan tingtat kefampilan pitut.*u kegiatan dan sarana yang dibutuhkan untuk

pelaksanaan kegiatan
Sesuai dengan cakupan luas manfaatkegiatan

S;! alf,g* ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kegiatan (dari sisi swadaya

yang disediakan/dijanjikan oleh masyarakat)

sesuai dengan kondisi yang ada pada masing-masing kegiaan. Pemberian skor/nilai menjadi hak dan

menurut penilaian pribadi peserta Musrenbang

INDIKATOR

112 3 4 5 6

Skor

Uryensi

Jumlah
Penerima

Manfaat
Kegiatan
IOnano)

Persentme RTM

penerima manfaat

kegiatan (7d

Tingkat
kemudahan

dalam
pelaksanaan

keoiahn

Cakupan luas

manftat

Ketersedhan
SumberDaya

Tenaga Ahli +
Alat Berat

Dalam satt
dusunllingkungan

dalam saht

desalkelurahan

AdaJaniiSwadaYa
Tenaga, Material

atau uang
(hanya da salah

satu saja)

1s/d5
< 500 <10

Sangat
tidak

mendesak

500 - 1500 11-20
Masyarakat +

Tenaga Ahli +

Alat Berat

Antar

dusun/lingkungan
dalam sattt

dsa/kelurahan

Ada Janii SvradaYa

tenaga + Material

abu uang
(ada tenaga dan

salah satu dari

materialatau uang)

6 s/d 10

Antardesa dalam

safu kecamatan

Ada Bukti SwadaYa

Tenaga, Material

atau uang
(hanya ada salah

satu saia)

11 sld 15lidak
mendesak

1501 - 2000 21 -30
Masyarakat +

Tukang + Tenaga
Ahli

Antar kecamatan

Ada Bukti SwadaYa

Tenaga + Mabrial
atau uang

(ada tenaga dan

salah safu dari

materialatau uang)

16 s/d 20
Mendesak 20fi- 3m0 31 -40

Masyarakat +

Tukang

Antar KabuPaten

Ada Bukti SwadaYa

Tenaga+ Material +

" Uang

21 dd25Sangat
mendesak

> 3000 >40 Mayarakat sendiri

Keterangan:
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TNDTKATOR PEMLATAN DAN SKOR (EKONOM DAI{ SOSIAL BUDAYA)
PEMBAHASAN PRIORITAS PROGRAN DAN KEGIATAN PADA MUSRENBANG RKPD

KABUPATEN DI KECAMATAN
(MUSYAWARAH KELOMPOK DAN MUSYAWARAH PLENO)

\r{

INDIKATOR

Skor
1 2 3 4 5 b

Uryensi

Jumlah
Penerima

Manhat
Kegiatan
{Orano)

Persentase RTM

penerima manfaat
kegiahn (%)

Kelembagaan

dan
kepengurusan

organismi

Cakupan luas
manfaat

Kemampuan dmar
Permodalan

<10 <10

lbmpunyai
kepengurusan

kelompok, berdiri

kurang dari 1

tahun

Dalam satt
dusun/lingkungan

dalam saht

desdkelurahan

Belum memiliki

modaldmar apapun
1sld5

Sangat
tidak

mendesak

10-15 r-24

Mempunyai

kepengurusan
kelompok, berdiri

lebih dari 1 tahun,

tidak semua
pengurus aklif

Antar
dusunflingkungan

dalam safu

desalkelurahan

Memiliki modaldasar
permodalan (benda)

6dd10

Tidak
mendesak

16-20 2',1-30

Mempunyai
kepengurusan

kelompok, berdiri

lebih dari 1 tahun,

semua pengurus

aktif

Antar desa dalam

safu kecamatan

Memiliki Modal dasar
(Keuangan)

11 s/d 15

Mendesak 21 -25 31 -40

Mempunyai
kepengurusan

kelompok, berdid

lebih dari 1 tahun,

semua pengurus

aktif, ada
pertemuan dan

kegiahn
kelomook

Antar kecamatan

MemilikiModal
Dasar(benda dan

keuangan)

16 dd 20

Sangat
mendesak

>25 >40

Mempunyai
kepengurusan

kelompok, berdiri

lebih dari 1 tahun,

semua pengurus

aklif, ada
pertemuan dan

kegiatan, da
administasi
kelomook

Anhr Kabupaten

MemilikiModal
Dasar (benda,

keuangan serta

kefampilan)

21sld25

Keterangan:

v'

1. Kolom I
2. Kolom2
3. Kolom 3

4. Kolom4
5. Kolom 5

6. Kolom 6

7. Kolom skor

Sesuai dengan urgensi&emendesakan
Sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang menLjadi sasaran kegiatan

sesuai dengan persentase RTM dari keseluruhan jumlah penerima manfaat

Sesuai dengan kondisi kelembagaan dan pengorganisasian

Sesuai dengan cakupan luas manfaat kegiatan

Sesuai dengan kemampuan dasar permodalan

Sesuai denlan kondisr yang ada pada masing-masing kegiatan. Pemberian skor/nilai mdadi hak

dan menurut penilaian pribadi peserta Musrenbang

9
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CONTOH PENILAIAN PADA MUSYAWARAH KELOMPOK JIKA MENGUNAKAN METODE

PENILAIAN OLEH MASING-MASING PESERTA MUSRENBANG:

Misal, oleh 5 orang peserta Musyawarah Kelompok
Kecamatan Temanggung.
l. Kegiatan A (Indikator Prasarana Wilayah)

I Musrenbang RKPD di Kelurahan Kertosari

Pavingisasi Jalan RT I RW 2 Kelurahan Kertosari Kec. Temanggung,

hubungan antar warga dalam satu RT (sejumlah * 250 orang, 50 orang

miskin)
Volume
Tenaga
Swadaya

untuk memperlancar
diantaranya penduduk

: Panjang 100 m lebar2m
: Masyarakat + Tukang
: Masyarakat bersedia kerja bakti dan sudah ada pasir 3 rit truck untuk

menyelesaikan pavingisasi tersebut

u,

No Nama
Indikator Penilaian Jumlah

1 2 3 4 5 6

I SUTO 6 -+, 3 -$ t6 2 ^12 45

) NOYO 7 2 7 2A 3 l3 52

J DADAP I 4 8 t7 4 13 54

4 WARU 9 I 7 t7 ) I4 50

5 SITI 7 5 8 16 1 t2 49

Jumlah 250 v

SkorA{ilai untuk kegiatan A adalah 250

2. Kegiatan B (lndikator ekonomi dan sosial budaya)
pelatihan Usaha Ekonomi Kecil (Pembuatan Kerupuk Udang) di RT 2 RW I Keluralran Kertosari

Kec. Temanggung, untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran (sejumlah + 15 orang,

terdiri dari 15 pengusaha yang selama ini belum membentuk paguyuban)

volume : 15 orang peserta pelatihan terdiri dari para pengusaha

Tenaga : 2 orang-Tutor enti, tS Pelaku Industi Kerupuk dan I dari Dinas Perindagkop

beserta contoh alat produksi terbaru

Swadaya : Menggunakan balai RW dan alat produksi yang sdh dimiliki sehingga tidak perlu

menyewa tempat lagi, lokasi praktek bisa di salah satu pengusaha yang menjadi

peserta pelatihan

\. No Nama
Indikator Penilaian Jumlah

1 2 J 4 5 6

I SUTO 8 +7 >1
a

---r, J -2 7 28

2 NOYO 6 6 I 4 3 5 25

J DADAP 7 7 I 5 4 6 30

4 WARU 9 I I 4 2 7 3t

5 SITI 7 6 I 5 I 8 28

Jumlah 142 v

SkorA.{ilai untuk kegiatan B adalah 142

Melihat penilaian musyawarah kelompok I tersebut maka, Kegiatan A menjadi lebih PRIORITAS untuk

dilaksanakan jit<a dibandingkan dengan kegiatan B karena mempunyai Skor yang lebih Tinggi ( 250 >

r42).

penilaian atas Kegiatan A dan B serta kegiatan yang lain (misal : C, D, E, dst) juga dilalcukan oleh

Musyawarah Kelompok 2, dengan menggunakan indikator dan metode yang sama.

10



Penilaian atas semua kegiatan yang diusulkan dilakukan oleh masing-masing peserta Musrenbang,

dengan menggunakan format sebagai berikut:

Form: I

PENILAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KELURAHAN

MUSYAWARAH KELOMPOK .......

NAMA PESERTA MUSRENBANG : ......

No Nama Kegiatan
Indikator Penilaian

Jumlah
I 2 J 4 5

I Keeiatan A
2 Keeiatan B
J Kesiatan C
4 Kesiatan D
5 Dst

" ", tanggal

. Peserca Musrenbang

Tanda tangan
Narna

Rekapitulasi hasil penilaian oleh masing-masing peserla Musrenbang pada Musyawarah Kelompok
dengan menggunakan format sebagai berikut:

REKAPITULASI PENILAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KELURAHAN

MUSYAWARAH KELOMPOK .......

\*

Sekretaris Kelompok

Tandatangan
Nama

KetuaKelompok

Tandatangan
Nama

No Nama Peserta
NAMA KEGIATAN

Keterangan
A B C D Dst

I SUTO
2 NOYO
J DADAP
4 WARU
5 SITI
6 JONO

Dst
JumlahNilai

tanggal

11
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Hasil Penilaian Musyawarah Kelompok (baik dengan metode musyawarah mufakat, voting, dan atau
penilaian peserta) sebagai bahan pleno disusun sebagaimana format berikut :

Form: 2
HASIL PENILAIAN DAN SKOR

MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KELURAHAN
MUSYAWARAH KELOMPOK .......

\..

Sekretaris Kelompok

Tanda tangan
Nama

tanggal

KetuaKelompok,

Tanda tangan
Nama

\.

CONTOH PENILAIAN PADA MUSYAWARAH PLENO:

Misal, di Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung terdapat 5 (lima) Program dan Kegiatan yang
diusulkan atau direncanakan yaitu kegiatan A, B, C, D dan E untuk dilaksanakan serta telah dibahas di
Musyawarah Kelompok I dan 2, maka dapat dilakukan Penilaian Musyawarah Pleno dengan cara
sebagai berikut:

Maka penentuan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah dengan melihat jumlah
nilai keseluruhan sebagai hasil penjumlalran nilai dari musyawarah kelompok. Kegiatan yang
mempunyai nilai lebih tinggi daripada kegiatan yang lain mendapat prioritas lebih untuk dilaksanakan
maupun diusulkan.

Sebagai contoh, dengan melihat tabel diatas maka urutan prioritas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan di Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung atau akan diusulkan ke Musrenbang
RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah:

1. Kegiatan E dengan nilai : 474

No Kegiatan Lokasi Volume
Nilai oer lndikator Jumlah

nilai
Keterangan

1 2 3 4 5 6

1 Keoiatan A

2 Keoiatan B

3 Keqiatan C

4 Keoiatan D

5 Keoiatan E

dst dst

No Kegiatan
Musvawarah Kelompok

Jumlah Nilai Keterangan
I 2

I A 188 194 382

2 B 171 188 359

a
J C 203 199 402

4 D 146 187 aaa
JJJ

5 E 232 242 474

t2



rai

2. Kegiatan C dengan nilai
3. Kegiatan A dengan nilai
4. Kegiatan B dengan nilai
5. Kegiatan D dengan nilai

402
382
3s9
JJJ

Setelah diperoleh urutan prioritas program dan kegiatan, maka pimpinan Musyawarah Pleno bersama
peserta membahas lebih lanjut tentang penetapan sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai
pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana sebagai berikut :

l. Dibiayai oleh Alokasi Dana Pembangunan di Kelurahan
2. Dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi atau APBN
3. Dibiayai oleh APBN @rogram Khusus).

Urutan Prioritas Program dan Kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan dibatasi sejumlah 3 (tiga) kegiatan persumber dana.

Form: 3

DAFTAR ANGGOTA DELEGASI KELURAHAN

PADA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

tanggal

LURAH

Tanda tangan
Nama

NO NAMA ALAMAT LEMBAGA/INSTANSYI.]NSUR

I

2

5

4

5

6

l3



L

\./

TAHAP MUSYAWARAI{ : KELOMPOK / ?LENO*)

sesuai talrapan musyawaratr yang dilaksanakan

., tanggal

LURAH

Tandatangan
Nama

t4



r
Form:4

DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KELURAHAN : ............
KECAMATAN...
TAHUN

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN. APBD PROVINSI. AtAu APBN

khusus

Mengetahui,
LURAH.....

Tanda tangan
Nama

nil;Pilii" ""' tanggal

Tanda tangan
Nama

SUMBER DANA : Alokasi Dana Pembansunan di ielurahan dalam Renia SKPD Kelurahan

No

KEGIATAN
DAN URAIAN

KEGIATAN

MANFAAT
SASAMN/PENERIMA

MANFAAT
VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 6 7 I

No

KEGIATAN
DAN UMIAN
KEGIATAN

MANFAAT
SASARANIPENERIMA

MANFAAT
VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 6 7 I

SUMI,,ER DANA : DANA LAIN (APIIN.

No

KEGIATAN
DAN URAIAN

KEGIATAN
MANFAAT

SASAMN/PENERIMA
MANFAAT

VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 6 7 8

15
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PETUNJUK PENGISIAN DAN CONTOH FORM 4 :

Daftff isian ini dimaksudkan sebagai Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan menurut
bidang ftegiatan, lokasi sifat, volume, sasaran dan manfaat, serta biaya dan sumbernya).

1. Kolom 1, cukupjelas.
2. Kolom 2, diisi dengan rulma kegiatan beserta uraian ringkas kegiatan dan kondisi saat ini.
3. Kolom 3, diisi dengan perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang akan dilaksanakan

4. Kolom 4, diisi sasaran/penerima manfaat kegiatan.

5. Kolom 5, diisi volume dari kegiatan dan sumber daya yang ada-

6. Kolom 6,' diisi jumlah biaya yang diusulkan/dibutuhkan.
7. Kolom 7, diisi lokasi kegiatan (diusahakan sampai di lingkup terkecil wilayah : dusun/lingkungan)

8. Kolom 8, diisi hal-hal yang diperlukan trntuk menerangkan kolom sebelumya.

No

KEGIATAN DAN

UMIAN
KEGIATAN

MANFAAT
SASAMN/PENERIMA

MANFAAT
VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 6 7 I
1

2

Pembangunan
jembatan kali

blongkong

Sifat: Baru

Kondisi saat

ini:.belum
ada jembatan,

masih berupa

sungai

*Dari 
Desa

Pagergunung

ke Desa

Gandurejo
memutar 15

km

*Diperlukan

waktu dan

biaya yang

besar untuk
pergi ke Desa

Gandurejo

Dst..

memperpendek
jarak dari 15 km

menjadi2 km

Menghemat

biaya dan waktu

Memperlancar

arus transportasi
dan ekonomi

menghubungkan

Desa

Pagergunung

dengan desa

Gandurejo

Penerima manfaat

t 5.000 orang dari

2 desa

1500 orang

diantaranya
penduduk miskin

a Ukuran
jembatan :

P:15M
L:5 M

b Swadaya
Tenaga

setiap hari

sebanyak 10

orang dari 2

desa

Swadaya

batu kali

sebanyak 10

63

Pembebasan

lahan yang

kena proyek

tanpa ganti

rugi

didukung oleh

2 desa
(pagergunung

dan
gandurcjo)

Dikerjakan

oleh

masyarakat

sendiri,

tukang dan

tenaga ahli

dari DPU

c

d

e

f

Rp.

750.000.000

dusun cepit
Desa

Pagergunung

Bulu

a Sudah

diusulkan
dalam

Musrenbang

selama 4
tahun

berturut-

turut dari

2008 - 201 1

Sangat

dibutuhkan

oleh
masyarakat
2 Desa

b

16



BAB TII
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

A. UMUM
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku

kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan

kegiatan Pembangunan di V/ilayah Kecamatan yang akan diusulkan melalui Musrenbang RKPD
Kabupaten untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten

maupun APBD Provinsi dan APBN.

B. TUruAN
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan, bertujuan untuk :

1. Membahas dan menetapkan prioritas prograrn dan kegiatan desalkeluratran yang akan menjadi
prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan hasil Musrenbang RKP-Desa dan

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan, yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan

daerah diwilayah kecamatan yang bersangkutan dan diintegrasikan dengan perencan&lrl progrrlm
pembangunan pemerintah dan pemerintah provinsi sebagai pelaksanaan azas tugas pembanfuan

danurusan bersama.

! 2. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan di kecamatan yang

akan diusulkan ke tahapan Musrenbang RKPD Kabupaten;

C. WAKTU PELAKSANAAN
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dilaksanakan selambat-lambatrya pada akhir bulan
Pebruari sekurang-kurangnya selama 2 (dua) hari. Pelaksanaan selama 2 (dua) hari dapat

dilaksanakan pada hari yang tidak berurutan.

D. PESERTA.
Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah :

l. Anggota DPRD Kabupaten yang berdomisili atau berasal dari daerah pemilihan kecamatan yang

bersangkutan;
2. SKPD Kecamatan
3. Unit Pelaksana Teknis SKPD (UPT. Dinas Pekerjaan lJmum, UPT Dinas Kesehatan Puskesmas,

UPT. Dinas Pertanian, UPT Dinas Pendidikan, dll);
\s' 4. Unsur Kepala dan atau Siswa Sekolah SMP, MTs dan Sekolah Menengah (SM) yang berlokasi

di wilayah kecamatan bersangkutan.
5. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL);
6. Delegasi dari desa/kelurahan;
7. Tim Penggerak PKK Kecamatan;
8. Perwakilan dari program perencaruull pembangunan yang lain, seperti BKAD (Badan Kerjasama

Antar Desa), Forum LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) Kecamatan;
9. Perwakilan kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan, seperti LSM (Lembaga Swadaya

Masyarakat), Komite Ekonomi Kecamatan (KEK), kelompok tani, kelompok pemuda/karang
tarun4 kelompok keagamaan, pemerhati lingkungan hidup dll) .

10. Perwakilan Kelompok profesi seperti petani, peternak, pengrajin, seperti KTNA (Kelompok Tani
Nelayan Andalan), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), IBI Qkatan Bidan Indonesia), dll.

E. NARASUMBER
Tim Asistensi Musrenbang RKPD Kabupaten dan SKPD Tingkat Kabupaten merupakan dan

berperan sebagai Narasumber.
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F. BAHAN MUSRENBANG
Hal yang disiapkan sebagai bahan diskusi Musrenbang RKPD Kabupaten di Keearnatan, antara lain
adalah :

l. Capaian pelaksanaan progftlm dan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya.
2. Kisi-kisi progr.m pembangunan daerah di wilayah Kecamatan.
3. Rekapituiasi dan verifikasi administrasi usulan hasil Musrenbang RKP-Desa dan Musrenbang

RKPD Kabupaten di Kelurahan (berdasarkan Dokumen Berita Acara Musrenbang) serta

verifikasi kesesuaian usulan dengan RPJMDes/Renstra SKPD Kelurahan, berupa daftar prioritas
program dan kegiatan di tingkat desalkelurahan yang diusulkan untuk didanai oleh APBD
Kabupaten maupun APBD Provinsi dan APBN, terrrasuk APBN @rogram Khusus).

G. TATACARA
Tata cara pelaksanaan Musrenbarg RKPD Kabupaten di Kecamatan, sekurang-kurangya adalah

sebagai berikut :

l. Tahap Persiapa4 dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Camat membentuk Tim Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
b. Tim Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tediri dari Camat sebagai

penanggungiawab, Sekcam sebagai Ketua, Pejabat Kepala Seksi sebagai sekretaris dan

anggota.
c. Tugas Tim Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan antara lain:

1) Menyiapkan bahan Musrenbang;
2) Menyusun agenda/susunan acara;
3) Membuat dan mendistribusikan undangan kepada calon peserta Musrenbang RKPD

Kabupaten di Kecamatan;
4) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Musrenbang, meliputi :

a) Materi Musrenbang
b) Tempat dan sarana pelaksanaan
c) Papan tulis atau LCD projector
d) Notulen rapat
e) Daftar hadir

0 Blanko daftar usulan kegiatan
g) Blanko berita acara

5) Sebagai narasumber pada musyawarah kelompok pada Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan

6) Sebagai Narasumber pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Keluarahan.
d. Penyampaian undangan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan kepada peserta

selambat-lambatrrya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan dengan dilampiri bahan yang akan
dibahas dalam Musrenbang dimaksud.

2. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
Susunan acara pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sekurang-kurangnya
sebagai berikut:

Hari Pertama
a. Pendaftaran peserta Musrenbang
b. Musyawarah dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan
c. Pembukaan:

1) Sambutan Camat, dilanjutkan dengan paparan :

a) Potensi dan permasalahan pembangunan di wilayah kecamatan
b) Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangrrnan tahun sebelumnya.
c) Rekapitulasi hasil Musrenbang RKP-Desa dan Musrenbang RKPD Kabupaten di

Kelurahan yang diusulkan untuk didanai oleh APBD Kabupaten maupun APBD
Provinsi dan APBN.

2) Sambutan Perwakilan Anggota DPRD,
3) Sambutan Bupati dilanjutkan pembukaan secara resmi
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d. Paparan:
1) Tim Asistensi Kabupaten tentang kisi-kisi rencana progrzrm pembangunan daerah di

wilayah Kecamatan.
2) Perwakilan dari Program Perencanaan Pembangunan yang lain (APBN Program Khusus)

tentang rencana prograno dan kegiatan.

Musyawarah Kelompok:
l) Musyawarah Kelompok dilaksanakan atau dibagi dalam 3 (tiga) kelompok dengan materi

musyawarah yang sama.

2) Musyawarah kelompok dipimpin oleh ketua dan dalam pelaksanaanya dibantu oleh I
(satu) orang sekretaris yang dipilih secara demokratis di masing-masing kelompok.

3) Musyawarah Kelompok dilaksanakan guna membahas dan menetapkan skala prioritas
pro$am dan kegiatan.

Pembahasan usulan prioritas program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan prioritas
RPJMD tahun perencanaan dan menggunakan metode penetapan skala prioritas dengan

kriteria penilaian sekurang-kurangnya menyangkut aspek-aspek yang tersebut dalam
indikator penilaian.

Dalam pembahasan usulan progftrm dan kegiatan yang bersumber dari perencanaan
pembangunan yang lain (APBN Program Khusus) dapat menggunakan indikator lain
sesuai dengan ketentuan yang mengikat dalam perencanarm pembangunan dari sumber
dana APBN Program Khusus tersebut.

Penilaian prioritas program dan kegiatan dilaksanakan dalam musyawarah kelompok
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan menggunakan salah satu atau
gabungan metode berikut:
a. Musyawarahuntuk mufakat
b. Pemungutan suara (voting)
c. Penilaian perseorangan oleh masing-masing peserta (form 5)

Hasil Musyawarah kelompok dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
ketua dan sekretaris kelompok serta perwakilan 3 (tiga) orang peserta di kelompok
masing-masing (Form 6).
Hasil musyawarah kelompok disampaikan kepada Tim Fasilitasi Musrenbang RKPD
Kecamatan untuk dibahas penentuan klasifikasi bidang kegiatan dan sumber dananya.

Sumber dana :

a) Dibiayai oleh Program Pagu Wilayah Kecamatan (PWK).
b) Dibiayai olehAPBD Kabupaten
c) Dibiayai olehAPBD Provinsi.
d) Dibiayai oleh APBN.
e) Dibiayai oleh Program Perencanaan Pembangunan yang Lain (APBN Program

Khusus).

Klasifikasi bidang kegiatan:
a) Kegiatan Bidang Prasarana Wilayah
b) Kegiatan Bidang Ekonomi
c) Kegiatan Bidang Sosial Budaya
d) Kegiatan Bidang Pemerintahan

Pembahasan oleh Tim Fasilitasi tersebut digunakan sebagai bahan papaxan ketua masing-
masing kelompok di pelaksanaan hari kedua Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan.

e.

4)

s)

6)
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Ilari Kedua
a. Pendaftaran peserta Musrenbang
b. Musyawarah dipimpin oleh Camat
c. Paparan skala prioritas program dan kegiatan hasil Musyawarah masing-masing

kelompok pada tahap I (satu) oleh Ketua Kelompok.
d. Musyawarah pleno penetapan usulan prioritas program dan kegiatan

Penetapan hasil Musyawarah pleno dikelompokkan dalam beberapa kategori pendanaan,
yaitu:
1) Pendanaan Program Pagu Wilayah Kecamatan (PWK), dengan melihat Pagu Indikatif

alokasi anggaran untuk Program PWK pada tahun penetapan.
2) Pendanaan APBD Kabupaten, dibatasi maksimal 3 (tiga) kegiatan untuk masing-

masing bidang kegiatan.
3) Pendanaan APBD Provinsi
4) Pendanaan oleh APBN
5) Pendanaan Program Perencanaan Pembangunan yang Lain (APBN Program Khusus),

sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima.

Penetapan hasil Musyawarah pleno dikelompokkan dalam beberapa kategori kegiatan
(klasifikasi bidang kegiatan), yaitu:
l) Kegiatan Bidang Prasarana Wilayah

Kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan, pembangunan dan rehabilitasi
prasarana ffiastruktur meliputi jalan, jembatan, irigasi dan penataan lingkungan.
(misa1 : pembangunan jalan)

2) Kegiatan Bidang Ekonomi
Kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan, pembangunan dan rehabilitasi
pftNarana yang menunjang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
(misal : Pengembangan Demfarm Jagung)

3) Kegiatan Bidang Sosial Budaya
Kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan, pembangunan dan rehabilitasi
prasarana yang menunjang peningkatan kehidupan sosial budaya.
(misal : pembangunan rumah dinas bidan desa)

4) Kegiatan Bidang Pemerintahan
Kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan, pembangrman dan rehabilitasi
prasarana yang menunj ang kinerj a pemerintahan
(misal : perbaikan rumah dinas camat).

e. Penentuan delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten sebanyak
4 (empat) orang (Form 7), terdiri dari :

1) Camat,
2) Unsur Kepala Desa/Luralu
3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga lain, dan
4) Wakil perempuul

f. Penuangan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dalam Berita Acara
(sebagaimana contoh fonnat).

g. Penanda-tanganan Berita Acara oleh Pimpinan Musyawarah dan perwakilan 3 (tiga)
orang peserta.

h. Penutupan.

H. KELUARAN
Keluaran Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan berupa:
1. Usulan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten yang

telah dikelompokkan berdasarkan kategori kegiatan dan kategori pendanaan (Form 8).
2. Delegasi Kecamatan ke Musrenbang RKPD Kabupaten.



I. LAIN-LAIN
l. Penjelasan ringkas atas kriteria progftrm dan kegiatan yang diusulkan melalui pendanaan

Program PWK disampaikan tersendiri dalam lampiran

2. Berita Acara Pelaksanan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan beserta daftar usulan

prioritas program dan kegiatan dibuat rangkap 3 (tiga) : I (satu) untuk Tim Fasilitasi Kabupaten,

I (satu) trntuk delegasi kecamatan dan 1 (satu) arsip kecamatan).

3. Bagi prioritas program dan kegiatan dari sumber pendanaan Program PWK dan APBD

Kabupaten yang Aiusutkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten dilengkapi dengan Proposal yang

diketahui Camat, sekurang-kurangnya memuat:

Nama Kegiatan,
Lokasi (lokasi kegiatan dan kejelasan status lahan),

Indikator kinerja meliputi masukan, keluaran dan hasil,

Kelompok sasaran/penerima manfaat,

e. Manfaat,
f. Volume,dan
g. Gambar desain, RAB dan perhitungan Volume kegiatan'

4. Usulan program dan Kegiatan yang tidak bisa diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten

apabila temUati diusulkan dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan I (satu) tahun berikutnya

*ut u mendapatkan tambahan nilai sebesar l0 Yo dari nilai yang diperoleh pada saat penilaian di

Musyawaralr,Kelompok pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan I (satu)

tahun berikutnya
5. Hasil musyawarah masing-masing kelompok pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

disampaikan kepada Anggota ppnO Kabupaten dari Daerah Pemilihan yang bersangkulan

melalui Sekretariat DPRD Kabupaten sebagai bahan masukan bagi Anggota DPRD dalam

menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah.

a.

b.
c.
d.
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2.

3.

FORMULIR MUSRENBAI\IG RI(PD KABUPATEN
DI KECAMATAN

BERITA ACARA
MUSRENGBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ...... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan)

pada acarapembukaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama yang menyampaikan)'

Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan terhadap materi yang

dipaiiiran oleh masing-masing Ketua Musyawarah Kelompok sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil

teputusan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal : .............-

Jam

Tempat

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan (sesuai nama kecamatan)

KESATU

KEDUA

KETIGA

MENYEPAKATI

Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar

Prioritas Kecamatan ...... Kabupaten Temanggung Tahun .... sebagaimana tercantum dalam

Lampiran berita acara ini.

Hasil kesepakatan musyawarah kelompok Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

.....Kabupaten Temanggung Tahun... dan Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten

di Kecamatan sebagiimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan

merupakan bagtan yang tidak terpisahkan daxi berita acara ini.

: Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten

Temanggmg Tahun.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

;tdil Mil;;.f"ss,r" 
" " " " "

Tanda tangan
Nama
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BERITA ACARA
MUSRENGBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

(MUSYAWARAH KELOMPOK)

Pada hari..... tanggal..... bulan ...... tahun ......bertempat di telah diselenggaran
Musyawarah Kelompok pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang dihadiri
pemangu kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN berita
acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan tanggapan dan saran dari seluruh
peserta musyawarah kelompok terhadap materi yang dibahas dalam Musyawarah Kelompok
sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musyawarah Kelompok, maka pada:

Hari dan Tanggal : .............

Jam

Tempat

Musyawarah Kelompok .................... (sesuai kelompok pembahsan yang telah ditentukan)

KESATU

KEDUA

KEEMPAT :

MENYEPAKATI

Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam
Daftar Prioritas Kecamatan ...... Kabupaten Temanggung Tahun .... sebagaimana

tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Hasil kesepakatan musyawarah kelompok Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan .....Kabupaten Temanggung Tahun... dan Daftff Hadir Peserta
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita
acara ini.

Berita asara ini dijadikan sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Pleno penetapan
prioritas program dan kegiatan pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Demikian berita acaraini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

tanggal
Ketua Kelompok ..... ;....

Tanda tangan
Nama

Mewakili Peserta Mus
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INDIKATOR PENILAIAN DAN SKOR (PRASARANA WILAYAH)
PEMBAHASAN PRIORITAS PROGRAN DAN KEGIATAN PADA MUSRENBA}IG RKPD

KABUPATEN DI KECAMATAN
MUSYAWARAH KELOMPOK DAN MUSYAWARAH PLENO)

lNDIKATOR

Skor

1 2 3 4 5 6

Uryensi

Jumlah
Penerima

Manfaat
Kegiatan
(Orano)

Persentase RTM
penefima manfuat

kegiahn (7d

Tingkat
kemudahan

dalam
pelaksanaan

keoiatan

Cakupan luas
manfaat

Ketersediaan

Sumber Daya

s 500 <10 Tenaga Ahli +
Alat Berat

Dalam satu
dusunflingkungan

dalam safu
desaftelurahan

Ada Janji Swadaya
Tenaga, Material

atau uang
(hanya da salah

satu saia)

1dd5

Sangat
tidak

mendesak
500 - 1500 '11-20

Masyarakat +

Tenaga Ahli +
Alat Berat

Antar
dusunllingkungan

dalam safu
desa/kelurahan

Ada Janji Strtradaya

tenaga + Material

atau uang
(ada tenaga dan

salah satu dari
materialatau uang)

6 s/d 10

Tidak
mendesak

1501 - 2000 21 -30
Masyarakat +

Tukang + Tenaga
Ahti

Antar desa dalam
satu kecamatan

Ada Bukti Swadaya
Tenaga, Material

atau uang
(hanya ada salah

satu saja)

11 s/d 15

Mendesak 2001- 3000 31 -40
Masyarakat +

Tukang
Antar kecamatan

Ada Bukti Svradaya
Tenaga + Material

atau uang
(da tenaga dan
salah satu dari

materialatau uang)

16 s/d 20

Sangat
mendesak

> 3000 >40 Mayarakat sendid furtar Kabupaten
Ada Bukti $radaya
Tenaga+ Material+' 

Uang

21sld25

Keterangan:

l. Kolom 1

2. Kolom2
3. Kolom 3

4. Kolom4

5. Kolom 5
6. Kolom 6

7. Kolom skor

Sesuai dengan urgensilkemendesakan
Sesuai dengan jumlah manfaat yang menjadi sasaran kegiatan
sesuai dengan persentase RTM dari keseluruhan jt mlah penerima manfaat
Sesuai dengan kebutuhan tingkat ketrampilan pelaksana kegiatan dan sarana yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan kegiatan
Sesuai dengan cakupan luas manfaat kegiatan
Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kegiatan (dari sisi swadaya
yang disediakan/dijanjikan oleh masyarakat)
Sesuai dengan kondisi yang ada pada masing-masing kegiatan. Pemberian skor/nilai menjadi hak dan
menurut penilaian pribadi peserta Musrenbang
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INDIKATOR PEMLAIA}I DAN SKOR (EKONOMI DAN SOSIAL BT]DAYA)
PEMBAHASAN PRIoRITAS PRoGRAN DAN KEGIATAN PADA MusnnNeANG RKPD

KABUPATEN DI KECAMATAN
(MUSYAWARAH KELOMPOK DAN MUSYAWARAH PLENO)

INDIKATOR

Skor
1 2 3 4 5 6

Urgensi

Jumlah
Penerima

Manfaat
Kegiatan
(Oranq)

Pensentase RTM
penerima manhat

kegiatan (%)

Kelembagaan
dan

kepengurusan
organisasi

Cakupan luas
manfuat

Kemampuan dasar
Permodalan

<10 <10

Mempunyai
kepengurusan

kelompok, berdiri
kurang dad 1

tahun

Dalam safu

dusunflingkungan
dalam safu

desa/kelurahan

Belum memiliki
modal dasar apapun

1s/d5

Sangat
tidak

mendesak

10-15 '11-20

Mempunyai

kepengurusan
kelompok, berdiri
lebih dari t hhun,

lidak semua
pengurus aktif

Antar
dusunflingkungan

dalam satn

desa/kelurahan

Memiliki modaldasar
permodalan (benda)

6Sd10

Tidak
mendesak

16-20 21-n

Mempunyai
kepengurusan

kelompok, berdiri
lebih dari 1 tahun,

semua pengurus

aklif

Antardesa dalam
satu kecamatan

Memiliki Modaldasar
(Keuangan)

11 s/d 15

Mendesak 21-25 31-40

Mempunyai
kepengurusan

kelompok, berdiri
lebih dari 1 tahun,

semua pengurus

aktif, ada
pertemuan dan

kegiatan
kelomook

Antar kecamatan

MemilikiModal
Dasar (benda dan

keuangan)
16 s/d 20

Sangat
mendesak

>25 >40

[4empunyai
kepengurusan

kelompok, berdifi
lebih dari 1 tahun,
semua pengurus

aktif, ada
pertemuan dan
kegiatan, ada

adminisfasi
kelomook

Antar Kabupaten

MemilikiModal
Dasar {benda,
keuangan serta

kefampilan)

21sld25

Keterangan:

1. Kolom I
2. Kolom2
3. Kolom3
4. Kolom4
5. Kolom 5

6. Kolom6
7- Kolomskor

Sesuai dengan urgensilkemendesakan
Sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang menjadi sasaran kegiatan
sesuai dengan persentase RTM dari keseluruhan jumlah penerima manfaat
Sesuai dengan kondisi kelembagaan dan pengorganisasian

Sesuai dengan cakupan luas manfaat kegiatan
Sesuai dengan kemampuan dasar permodalan
Sesuai dengan kondisi yang ada pada masing-masing kegiatan. Pemberian skor/nilai menjadi hak
dan menurut penilaian pribadi peserta Musrenbang
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CONTOH PENILAIAN PADA MUSYAWARAH KELOMPOK JIKA MENGGUNAKAN METODE
PENILAIAN OLEH MASING-MASING PESERTA MUSRENBANG:

Misal, oleh 5 orang peserta Musyawarah Kelompok 1 Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
Kandangan.
1. Kegiatan A (Indikator Prasarana Wilayah)

Pembangunan jalan rabat beton jalan desa antara Desa Margolelo sampai dengan Desa Kedawrmg
Kec. Kandangan, untuk memperlancar hubungan antax warga antar desa tersebut terutama pada

dusun sebagai perbatasan kedua desa (pemakai sejumlah + 1.600 orang, + 500 diantaranya warga
miskin)
Volume : Panjang 500 m lebar 4 m
Tenaga : Masyarakat+Tukang
Swadaya : Masyarakat bersedia kerja bakti dan sudah tersedia pasir 7 rit truck dan batu 5 rit

truck untuk menyelesaikan pembangunan jalan rabat beton tersebut

Contoh cata

No Nama
Indikator Penilaian

Jumlah
I 2 J 4 5 6

I SUTO 16 r13 -17 -16 -12 ^12 86

2 NOYO t7 L3 17 l8 13 t4 92
J DADAP t7 t2 t8 t9 t4 13 93

4 WARU l6 15 18 t6 12 11 88

5 SITI l8 13 17 18 ll l5 92

Jumlah 451 v
SkorA.{ilai untuk kegiatan A adalah 451

2. Kegiatan B (Indikator Ekonomi dan Sosial Budaya)
Pelatihan pembudidayaan dan bantuan ternak sapi di Desa Rowoseneng Kecamatan Kandangan,
untuk meningkatkan kesejehteraan masyarakat (khususnya anggota kelompok temak sejumlah + 15

orang)
Volume
peserta

kelembagaan

Swadaya

Contoh

salah satu peternak yang menjadi peserta pelatihan

ilaian:

l5 orang peserta pelatihan dan bantuan l5 ekor sapi
15 peternak anggota kelompok dimana 5 orang diantaranya warga miskin
kelompok sudah berdiri selama 4 tahun, dengan pengurus dan anggota aktif
melakukan upaya pemeliharaan sapi.
Sudah ada sapi untuk praktek kawin suntik dan praktek bisa dilaksanakan di

gara p€rurararr

No Nama
Indikator Penilaian

Jumlah
I 2 5 4 5 6

I SUTO 13 -+6 J6 -18 -6 -8 67
2 NOYO 12 8 t8 t9 7 6 7A
a
3 DADAP 13 7 l7 16 8 7 68
4 WARU t4 I l8 18 9 8 75
5 SITI l3 9 t9 8 7 7 73

Jumlah 353 Y

SkorA.tilai untuk kegiatan B adalah 353

' Penilaian atas Kegiatan A dan B serta kegiatan yang lain (misal : C, D, E, dst) juga dilakukan oleh
Musyawarah Kelompok2 dan Musyawarah Kelompok 3, dengan menggunakan indikator dan metode
yang silma.
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Penilaian atas semua kegiatan yang diusulkan dilalokan oleh masing-masing pesertra Musrenbang
dengan menggunakan format sebagai berikut

Forrr: 5

PENILAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

MUSYAWARAH KELOMPOK .......

NAMA PESERTA MUSRENBANG :

tanggal
Peserta Musrenbang

Tanda tangan
Nama

Rekapitulasi hasil penilaian oleh masing-masing peserta Musrenbang pada Musyawarah Kelompok
dengan menggunakan format sebagai berikut:

REKAPITULASI PENILAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN

MUSYAWARAH KELOMPOK .......

No Nama Kegiatan
Indikator Penilaian

Jumlah
I 2 a

J 4 5

I Kesiatan A
2 Kesiatan B
J Keeiatan C
4 Kesiatan D
5 Dst

No Nama Peserta
NAIvIA KEGIATAN

KeteranganA B C D Dst
1 SUTO
2 NOYO
3 DADAP
4 WARU
5 SITI
6 JONO

Dst
JumlahNilai

Sekretaris Kelompok

Tanda tangan
Nama

tanggal

KetuaKelompok,

Tandatangan
Nama
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Hasil Pe, itaian Musyaurarah Kelompok (baik dengan metode musyarrar& muf*4 voting'ilan &u
penilaian pes€nta) disusun sebagaimana format berikut :

Form:6
HASIL PENILAIAN DAN SKOR

MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMA'TA}I
MUSYAWARAH KELOMPOK

Sekretaris Kelompok

Tandatangan
Nama

KetuaKelompok,

Tandatangan
Nama

L

\--,

No Kegiahn Lokffii Volure
Nilai per lndikator Jumlah

nilai

Tambdran
Nilai

Totd
Nilait 2 3 4 5 6

1 Keoiatan A
2 Keoiatan B

3 Keoiahn C

4 lGoiatan D

5 Kmiahn E

dst dst

tanggal
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Forrn: 7

- "E:=5.rqrl

KLASIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MUSRENBANG RKPD KABI]PATEN DI KECAMATAN

MUSYAWARAH KELOMPOK .......

Keterangan:
(* : pilih salah satu : Bidang Prasarana Wilayah, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Buday4 Bidang Pemerintahan.

Ketua Kelompok .. ...

Tandatangan
Nama

tanggal

Tim Fasilitasi Kecamatan,

Tandatangan
Nama

A. SUMBER DANA : PROGRAM PWK

No Kegiatan Lokasi Volume Total Nilai Rangking
Klasifikasi
Bidans (*

1 Kesiatan A
2 Kesiatan B

dst dst

B. SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

No Kegiatan Lokasi Volume Nilai Rangking
Klasifftasi
Bidane (*

I Keeiatan A
) Kesiatan B

dst dst

C. SUMBER DANA : APBD PROVINSI

No Kegiatan Lokasi Volume Nilai Rangking
Klasifikasi
Bidans (*

I Keeiatan A
2 Keeiatan B

dst dst

D. SUMBER DANA : APBN

No Kegiatan Lokasi Volume Nilai Rangking
Klasifikasi
Bidans (*

1 Keeiatan A
2 Keeiatan B

dst Dst

E. SUMBER DANA : APBN RAM KHUSUS
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CONTOH PENILAIAN PADA MUSYAWARAH PLENO:

Misal, di Kecamatan Kandangan terdapat 5 (ima) Program dan Kegiatan dari sumber dana APBD
Kabupaten yang diusulkan atau direncanakan yaitu kegiatan A, B, C, D dan E untuk dilaksanakan serta
telah dibahas di Musyawarah Kelompok 1,2 dan 3, maka dapat dilakukan Penilaian Musyawarah Pleno
dengan cara sebagai berikut

Maka penentuan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah dengan melihat jumlatt
nilai keseluruhan sebagai hasil penjumlahan nilai dari musyawarah kelompok. Kegiatan yang
mempunyai nilai lebih tinggl daripada kegiatan yang lain mendapat prioritas lebih untuk dilaksanakan
maupun diusulkan.

Sebagai contoh, dengan melihat tabel diatas maka urutan prioritas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan di Kecamatan Kandangan atau akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten dari
sumber dana APBD Kabupaten adalah:

l. KegiatanA dengan nilai
2. Kegiatan E dengan nilai
3. Kegiatan B dengan nilai
4. Kegiatan C dengan nilai
5. Kegiatan D dengan nilai

723 (Bidarrg Prasarana Wilayah)
705 (Bidang Prasarana Wilayah)
639 (Bidang Prasarana Wilayah)
635 (Bidang Sosial Budaya)
489 (Bidang Ekonomi)

SUMBER DANA : APBD

No Kegiatan
Musvawarah Kelomook Jumlah

Nilai Keterangan
1 2 a

J

1 A 269 225 229 723 Bidang Praswil

2 B 210 t99 230 639 Bidang Praswil

J C 203 199 233 63s Bidang Sosbud

4 D r46 t87 156 489 Bidang Ekonomi

5 E 232 242 231 705 Bidang Praswil
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Form: 8

DAFTAR ANGGO,TA DELEGASI KECAMATA}.I

PADA MUSRENBA}.IG RKPD KABI]PATEN

., tanggal..

CAMAT

Tandatangan
Nama

NO NAMA ALAMAT LEMBAGMNSTA}ISYt.]NSI.]R

I

2

3

4

3t
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DAIITAITHADIR PESERTA MUSRENBANIG RKPD KABI.]PATEN DI KECAMATA}I

TA}TGGAL :

u

TAHAP MUSYAWARAH : KELOMPOK / PLENO*)

sesuai tahapan musyawarah yang dilaksanakan

., tanggal..

CAMAT

Tandatangan
Nama
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DAFTAR USULAN PROGRAM DA}I KEGIATAN
STIMBERDANA PROGRAM PAGU WILAYAH KECAMATAN (PWK)

KECAMATAN.
TAHUN

PWK BIDANG PRtr$NUqNR WILAYAH

q=t+{jG*

Form:9.a

;Aiiili '""' tanggal

Tanda tangan
Nama

No

KEGIATAN DAN

URAIAN
KEGIATAN

MANFAAT
SASARAN/PENERIMA

MANFAAT
VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 6 7 I

PWK BIDANG EKONOMI

No

KEGIATAN DAN

URAIAN
KEGIATAN

MANFAAT
SAS/ARAN/PENERIMA

MANFAAT
VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 6 7 8
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DAFTARUSULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SUMBER DANA APBD KABUPATEN

KECAMATAN ............
TAHUN

tanggd
CAMAT

Tandatangan
Narna

Form:9.b

BIDANG EKONOMI

\-

BIDANG PRASARANA WILAYAH

No

KEGIATAN
DAN URAIAN

KEGIATAN

MANFAAT
SASARAN/PENERIMA

MANFAAT
VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 b 7 I

BIDANG SOSIAL BUDAYA

BIDANG PEMERINTAHAN
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Form: 9.c

BIDANG PRASARANA WILAYAH

BIDANG EKONOMI

BIDANG SOSIAL BUDAYA

BIDANG PEMERINTAHAN

DAFTARUSULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SUMBER DANA APBD PROVINSI

KECA]VIATANI
TAHUN

tanggal.
CAMAT

Tandatangan
Nama

No

KEGIATAN
DAN URAIAN

KEGIATAN

MANFAAT
SASAMN/PENERIMA

MANFAAT
VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 6 7 I

No

KEGIATAN
DAN URAIAN

KEGIATAN

MANFAAT
SASARAN/PENERIMA

MANFAAT
VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 6 7 8

No

KEGIATAN
DAN URAIAN

KEGIATAN

MANFAAT
SASAMN/PENERIMA

MANFAAT
VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 6 7 8

No

KEGIATAN
DAN UMIAN

KEGIATAN

MANFAAT
SASAMN/PENERIMA

MANFAAT
VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 6 7 8
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Form:9.d

BIDANG EKONOMI

DAFTARUSULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SUMBER DANA APBN
KECAMATAN.
TAHUN

CAMAT

Tandatangan
Nama

v

tanggal

BIDANG PRASARAN A WILAYAH

No

KEGIATAN
DAN URAIAN

KEGIATAN

MANFAAT
SASAMN/PENERIMA

MANFAAT
VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 6 7 I

No

KEGIATAN
DAN URAIAN

KEGIATAN
MANFAAT

SASARAN/PENERIMA
MANFAAT

VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 b 7 8

BIDANG SOSIAL BUDAYA

No

KEGIATAN
DAN URAIAN

KEGIATAN

MANFAAT
SASAMN/PENERIMA

MANFAAT
VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 6 7 8

BIDANG PEMERINTAHAN

No

KEGIATAN
DAN UMIAN

KEGIATAN

MANFAAT
SASARAN/PENERIMA

MANFAAT
VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 6 7 8
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Form: 9.e
DAFTAR USULAN PROGRAM DAI\T KEGIATAN

SUMBER DANA APBN (PROGRAM KHUSUS)
KECAMATAN...
TAHUN

BIDANG PRASARANA WILAYAH

BIDANG EKONOMI

BIDANG SOSIAL BUDAYA

CAMAT

Tandatangan
Nama

-}

tanggal

No

KEGIATAN
DAN URAIAN

KEGIATAN

MANFAAT
SASAMN/PENERIMA

MANFAAT
VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 6 7 I

No

KEGIATAN
DAN URAIAN

KEGIATAN

MANFAAT
SAS/qMN/PENERIMA

MANFMT
VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 6 7 8

No

KEGIATAN
DAN UMIAN

KEGIATAN

MANFAAT
SASAMN/PENERIMA

MANFAAT
VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 6 7 8

BIDANG PEMERINTAHAN

No

KEGIATAN
DAN URAIAN

KEGIATAN
MANFAAT

SASAMN/PENERIMA
MANFAAT

VOLUME BIAYA LOKASI KET

1 2 3 4 5 6 7 8
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Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Daftax Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan menurut bidang
(t<egiaran,lokasi sifal volume, sasaran dan manfaat, sertabiaya dan sumbemya).

Kolom 1, cukupjelas.
Kolom 2, diisi dengan nama kegiatan beserta uraian ringkas kegiatan.
Kolom 3, diisi dengan perkiraan manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang akan dilaksanakan

Kolom 4, diisi sasarar/penerima manfaat kegiatatr.

Kolom 5, diisi volume dan sumber daya dari kegiaran yang akan dilaksanakan
Kolom 6,' diisi jumlah biaya yang diusulkan/dibutuhkan
Kolom 7, diisi lokasi kegiatan (diusahakan sampai di lingkup terkecil wilayah : dusunllingkungan)
Kolom 8, diisi hal-hal yang diperlukan untuk menerangkan kolom sebeltrmya

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

{v

'.\
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BAB IV
FORUM SATUAN KERIA PERANGKAT DAERAH

(FORUM SKPD)

UMUM

l. Forum SKPD adatah forum tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka

melakukan sinkronisasi dan integrasi prioritas program dan rencana kegiatan pembangunan hasil

Musrenbang RI(PD Kabupaten di Kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja-SKPD) di tingkat Kabupaten;

2. Forum SKPD *"*put * tahapan persiapan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten; dimana

rancangan Renja S-KPD hasii Forum SKPD menjadi bahan pemuktahiran rancangan RKPD

untuk selanjutnya dibahas di dalam Musrenbang RKPD Kabupaten.

3. Forum SKpD dibentut berdasarkan pengelompokan Urusan Pemerintahan Daerah baik Urusan

Wajib maupun urusan Pilihan, yaitu :

a. Forum SKPD Bidang Pemerintahan;
meliputi urusan : Pemerintahan Umum, Perencanaan

Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan Masyarakat
Kearsipan, dan Komunikasi dan informasi;

b. Forum SKPD Bidang Sosial BudaYa;

meliputi urusan : Pendidikan, Kesehatan,Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial,

Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerj4
Transmigrasi, dan Pemberdayaan Perempuan;

c. Forum SKPD Bidang Ekonomi:
meliputi urusan : Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan, Perikanan, Energi dan

Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

Pariwisata, dan Penanaman Modal;
d. Forum SKPD Bidang Prasarana Wilayah;

meliputi grusan : Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Penataan Ruang, Pertanahan,

Perhubungan, dan Lingkungan HiduP;

B. TUruAN
Forum SKPD bertujuan untuk :

1. Mempertajam, menyelaraskan dan mengintegrasikan prioritas program dan kegiatan

pembangunan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dengan Rancangan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) tahun berikutnya;
2. Mempertajam indikator serta target progftm dan kegiatan SKPD kabupaten sesuai dengan tugas

dan tungsi SKPD;
3. Menyesuaikan rencana anggaran untuk prioritas progftIm dan kegiatan dalam Renja-SKPD

dengan rancangan pagu indikatif untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah;

4. Menyelaraskan progftrm dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran

sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

C. PELAKSANAAN
1. Forum SKPD dilaksanakan pada bulan Maret sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD

Kabupaten;
2. Forum SKPD diselenggarakan oleh Tim Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung

c/q BAPPEDA Kab. Temanggung.

Pembangunan, Kesatuan Bangsa dan

dan Desa Kepegawaian, Statistik,
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D. PESERTA
Peserta forum SKPD adalah pihak yang memiliki hak dalam pengambilan keputusan di Forum
SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Peserta Forum SKPD terdiri dari :

l. Tim PenyelenggaraForum SKPD,
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
3. Pejabat pada Bidang/Seksi yang menangani perencan&uldi SKPD, dan

4. Delegasi Kecamatan.

E. NAIU{SUMBER
Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD untuk
kelancaran proses pengambilan keputusan hasil Forum SKPD yang bersangkutan.

Narasumber dalam Forum SKPD meliputi :

1. Anggota DPRD dari Komisi mitra kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten,

2. Pejabat SKPD Provinsi (ika diperlukan),
3. Delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung

dengan urusan yang bersangkutan seperti Perguruan Tinggi, Dewan Pendidikan, KADIN, Ikatan
Dokter Indonesi4 KTNA, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan unrsan SKPD,

\_ ahlilprofesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi, sesuai kebutuhan.

F. BAHAN FORUM SKPD
Berbagai hal yang dipersiapkan dalam penyelenggarffur Forum SKPD adalah :

l. Unsur SKPD/Delegasi Kecamatan, berupa dokumen prioritas program dan kegiatan hasil
Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

2. Unsur SKPD Kabupaten, antara lain :

a. Informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi (7ifr4

sudah ada);
b. Rancangan Renja SKPD yang telah memuat sinkronisasi antara rancangan program dan

kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan.

3. Unsur Tim Penyelenggara Forum SKPD:
a. Rekap prioritas program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecarnatan;
b. Berbagai dokumen perencaruum dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.

G. MEKANISME.
Mekanisme pelaksanaan Forum-SKPD dilalrukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. SKPD mengirimkan rancangan Renja SKPD ke Bappeda sebagai bahan Forum SKPD
selambatJambatrya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Forum SKPD;

b. Tim Penyelenggara Forum SKPD menentukan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD agar
penyelenggaftlannya secara optimal, menyangkut jadwal, tempat, peserta, dan agenda
pembahasan;

c. Tim Penyelenggara Forum SKPD melalcukan hal-hal sebagai berikut :

1) Merekap daftar prioritas program dan kegiatan pernbangunan hasil Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan berdasarkan urusan pemerintahan daerah;

2) Merekap daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari
Rancangan Renja-SKPD;

3) Mensinkronisasikan prioritas program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten
di Kecamatan dengan prioritas program dan kegiatan pembangunan dari Renja SKPD;

4) Mengundang calon peserta Forum SKPD;
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5) Mempersiapkan bahan/materi dan peralatan sertia notulen unhrk Forum SKPD.

2. Tahap Pelaksanaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pendaftaran peserta Forum SKPD;
b. Pembukaan dan pengarahan secara resmi pelaksanaan Forum SKPD;
c. Pemaparan prioritas progftrm dan kegiatan pembangunan dalam Renja SKPD oleh Kepala

SKPD;
d. Pemaparan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang RKPD

Kabupaten di Kecamatan sesuai unrsan pemerintah daerah oleh Koordinator Bidang (Tim
Penyelenggara Forum SKPD);

e. Verifikasi prioritas program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan prioritas kegiatan dari kecamatan sudah
tercantum;

f. Memadukan/mensinkronisasikan dan atau mengintegrasikan hasil Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan dengan Renja SKPD;

g. Memilah program dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf e berdasarkan rencana sumber
pendanaanny4 yaitu APBD Kabupaten (termasuk didalamnya DAK dan Belanja Bantuan
Keuangan kepada Kabupaten/I(ota dari Pemerintah Provinsi/ Ex.2.P.0A), APBD Provinsi
dan APBN;

Keteranqan : butir f disusun berdasarkan Urusan (wajib/pilihan), program dan kegiatan
(Permendngri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

3. Tahap Pasca Forum SKPD, dengan kegiatan :

a. Merekapitulasi seluruh hasil Forum SKPD;
b. Menyusun Berita Acara pelaksanaan Forum SKPD.

H. KELUARAN
Keluaran dari Forum SKPD Kabupaten adalah :

1. Rekapitulasi hasil Forum SKPD sebagai bahan Musrenbang RI(PD Kabupaten, meliputi :

a. Prioritas progrun dan kegiatan yang akan diusulkan ke APBD Kabupaten;
b. Prioritas progftrm dan kegiatan yang akan diusulkan ke APBD Provinsi;
c. Prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan ke APBN;
d. Prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan ke perencanaan pernbangunan yang

lain/dana lain.
2. Berita Acara Forum SKPD;

.\ 3. Penyempurnaan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD.
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B.

BAB V
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

UMUM
Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan
pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas progrcm dan kegiatan yang akan
dituangkan dalam RKPD Kabupaten yang disustrn berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) SKPD
hasil Forum SKPD Kabupaten.

TUruAN
Tujuan diadakannya Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :

1. Untuk mendapatkan masukan, saran, pendapat dan tanggapan dalam rangka penyempurftlan
rancanganRKPD;
Mensinkronkan hasil Renja SKPD, prioritas program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan dan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan peserta Musrenbang
RKPD Kabupaten;
Membahas dan menetapkan prioritas usulan progrcm dan kegiatan pembangunan yang dibiayai
dari APBD Kabupaten, APBD propinsi dan APBN yang dituangkan dalam RKPD sebagai bahan
masukan RAPBD tahun berikutnya.

PELAKSANAAN
Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan selambatJambatnya pada akhir bulan Maret sekurang-
kurangnya selama I (satu) hari.

PESERTA
Pesertia Musrenbang RKPD Kabupaten adalah :

l. Para Kepala SKPD,
2. Delegasi Kecamatan,
3. AnggotaDPRD Kabupaten,
4. LSM yang bekerja dalam skala Kabupaten,
5. Perguruan Tinggi,
6. Kelompok-kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten yang berkaitan langsung dengan urusan

pemerintahan daerah seperti Dewan Pendidikan, KADIN, Ikatan Dokter Indonesia, KTNA,
ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi dan lain-lain sesuai
kebutuhan.

NARASUMBER
Narasumber dalam Musrenbang RKPD Kabupaten meliputi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
(Bappeda Propinsi Jawa Tengah) dan dari Bakorlin II.

BAHAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN
Berbagai hal yang disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten adalah :

1. Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan Renja SKPD dan hasil Musrenbang
RKPD Kabupaten di Kecamatan yang telah disingkronisasikan pada Forum SKPD.

2. Hasil Forum SKPD berupa prioritas progftm dan kegiatan yang sudah dipitah berdasarkan
sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendaffum
lainnya;

a
J.

C.

D.

F.
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3. Inventarisasi program dan kegiatan yang merupakan usulan DPRD, berupa dokumen flrmusan

hasil penelaahan Anggota DPRD yang bersumhr pada :

o Hasil masukan dari masyarakat yang diperoleh oleh Anggota DPRD pada masa reses, dan

sesuai dengan RPJM Desa.
o Dokumen hasil Musrenbang Kabupaten di Kecamatan yang disampaikan kepada Anggota

DPRD sesuai dengan Daerah Pemilihan Anggota DPRD yang bersangkutan.

G. MEKANISME.
Musrenbang Kabupaten dilalcukan dengan agenda sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kepala Bappeda menyusun Tim Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten;

b. Tim Penyelenggara melalcukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengkompilasi prioritas progrcm dan kegiatan pembangunan dari hasil Forum SKPD;

2. Menyiapkan bahan Musrenbang RKPD Kabupaten;
3. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang RKPD Kabupaten;
4. Mengundang calon peserta Musrenbang RKPD Kabupaten;
5. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten.

o Tempat dan sarana pelaksanaan musrenbang;
o Papan hrlis atau LCD projector
o Notulen rapat
o Daftar absensi
o Blanko Daftar usulan kegiatan
o Blanko Berita Acara

c. Penyampaian undangan Musrenbang RKPD Kabupaten kepada peserta selambat-lambatnya 3

(tiga) had sebelum pelaksanaan dengan dilampiri bahan yang akan dibahas dalam
Musrenbang dimaksud.

2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten
Susunan acarapelaksanaan Musrenbang RKPD KAbupaten sekurang-kurangnya adalah sebagai

berkut:
Tahap 1

a. Pra Acara (pendaftaran peserta);

b. Pembukaan dan pengarahan kebijakan kabupaten oleh Bupati;
c. Pelaksanaan Musyawarah :

o Pemaparan pokok-pokok Rencana Kerja Pembangunan Daeratr (RKPD) oleh Kepala
Bappeda;

o Pemaparan prediksi APBD TahunNaggran yang akan dating oleh kepala DPPKAD;
o Pembagian peserta dan diskusi berdasarkan bidang urusan pemerintahan dasra,J/ bidang

perencanznn dalam rangka penajaman prioritas program, kegiatan dan pagu indikatifrya;

Tahap 2

a. Pemaparan hasil kompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Forum SKPD
masing-masing Bidang oleh perwakilan masing-masing bidang;

b. Verifikasi hasil kompilasi program dan kegiatan pembangunan oleh Kepala SKPD dan

delegasi kecamatan;
c. Menetapkan prioritas program dan rencana kegiatan beserta plafon indikatifrrya dipilah

dalam progmm dan kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Temanggung, diusulkan
pada APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya;

d. Menyepakati dan menetapkan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun selanjutnya;

e. Penanda tanganan Berita Acara
f. Penutupan

v'
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H. KELUARAI.I
Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah prioritas prograrn dan kegiatan
pembangunan tahun berikufitya, meliputi :

1. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daeralL prioritas perrbangunan daerah dan rencana kerja yang terulrur dan pgu
indikatifuya, baik yang "kan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah (APBD Kabupatettr)

maupun yang akan ditempuh dengan kegiatan yang mendorong partisipasi swadaya masyarakat;
2. Daftar prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan pada APBD Provinsi dan APBN

Tahun berikutnya

BUPATI
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